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Abstract : Implementation of Regulation Number 10 Year 2001 on Regional
Government Cooperation with Enterprises / Cooperation in Development and
Management of Potential Regions (Case Study Cooperative / SME Produced
Rattan Crafts in District of Rumbai and Rumbai Pesisir, Pekanbaru City). This
study aims to look at the course of Pekanbaru Régional Regulation No. 10 of 2001
implementation process in order to maintain the@mand sustainable development in
particular areas by utilizing the potential of drea owned by the city of Pekanbaru, the
partnership is held with the aim of increasing depment efforts, as well as creating
efficient service and effective for the communi®esults of this study indicate that the
cooperation between the Department of Cooperatares SMEs in Pekanbaru with
rattan craftsmen cooperatives have been formeddawéloped as it should be.The
ineffectiveness of the cooperative function ofaattraftsmen led to cooperation in the
form of loan capital program and the developmerpeetxse of the Department of
Cooperatives and SMEs in Pekanbaru has not hamaigdit alsoresulted in still many
small businesses that have not or are reluctdmt toembers of the cooperative.

Keywords: Implementation of Policies, CooperativBmall and Medium Enterprises,
Rattans.

PENDAHULUAN

Layaknya negara-negara maju dan berkembang yangekiar perekonomian
informal di Indonesia merupakan sektor penting flaga menjadi alternatif cerdas
dalam memecahkan masalah peningkatan kebutuhap mdausia yang beragam dan
berubah secara terus-menerus dalam waktu yand mepat. Usaha disektor informal
juga membantu pemerintah dalam meminimalisir jump@Engangguran yang ada,
sehingga sudah selayaknya pemerintah membuat kabijgang mendukung usaha
disektor informal ini. Akses menuju sektor infornmalh usaha mikro, usaha kecil, dan
usaha menengah.

Perekonomian di Kota Pekanbaru juga mendapat dampgdta dari
perkembangan sektor ekonomi informal. Hal ini dagiihat dari penanjakan hasil
pendapatan asli daerah atau Pendapatan Asli Dakaahsektor usaha kecil dan
menengah yang ditunjang oleh pembangunan ruangtatankota yang memiliki
sebagian besar lahan untuk dijadikan pusat ataagaelbuang gerak untuk kegiatan



perekonomian daerah. Memproduksi bahan mentah diebgang jadi dalam skala
kecil dan menengah merupakan kegiatan perekonoyaiagm berkembang pesat di Kota
Pekanbaru. Untuk lebih spesifik penulis mengamdniitch pada kegiatan perindustrian
pengolahan atau kerajinan rotan. Industri pengwmigroduk jadi rotan yang terdapat di
Kota Pekanbaru ini tentunya sedikit banyak telahigi@tkan Pendapatan Asli Daerah.
Usaha kecil dan menengah yang bergerak dalam péagelproduk jadi rotan di Kota
Pekanbaru dapat ditemui hampir dibeberapa tempspdnjang jalan kota, tetapi
tempat yang menjadi pusat dari pengelolaan produk jotan ini lebih mudah
ditemukan di daerah Kecamatan Rumbai dan RumbasiPddal ini juga didukung
oleh wacana pembuatan sentra kerajinan rotan daklaeelurahan Meranti Pandak,
Kecamatan Rumbai Pesisir oleh Pemerintah Kota yaelym terealisasi hingga
sekarang. Padahal dengan perkembangan pesat irpkragelolaan produk jadi rotan
yang terjadi tetapi tidak diimbangi dengan dukungamerintah maka pemaksimalan
dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga #ikiak terwujud.

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah selayaknya merabepklayanan yang
dibutuhkan oleh para pengusaha kerajinan rotaslistseperti, pinjaman modal lunak,
lokasi untuk memasarkan hasil produksi, penyalibia@man baku, dan juga penyuluhan-
penyuluahan tentang kegiatan wirausaha atau pdmmulwntuk mengelola dan
mengembangkan usaha yang mereka rintis agar dagrgaadn industri yang baik dan
besar.Terlebih lagi usaha kerajinan rotan di Kota Pekamlsebagian besar berada
diskala usaha kecil dan menengah jika dilihat dagi modal,hasil penjualan dan juga
tenaga kerja yang dipekerjakan.

Segala kegiatan yang menyangkut pelayanan-pelayzegirpara pelaku usaha
kecil dan menengah sudah menjadi tugas dan wewedangDinas Koperasi dan
UMKM Kota Pekanbaru. Pemerintah daerah menjadianyang tepat bagi koperasi
yang menangani berbagai pelayanan bagi usaha radastii kecil menengah, sesuai
dengan tugas pokok fungsi Dinas Koperasi dan UMKavigytertuang pada Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kemitraan yang dilakukbeh Pemerintah Daerah
terhadap Koperasi dan UMKM ini diharapkan dapat eigakan iklim berusaha yang
kondusif sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang, meningkatkan minat dan jiwa
berwirausaha di tengah-tengah masyarakat dan mermkgka pengangguran serta
memantapkan persiapan persaiangan produk lokak amémasuki pasar internasional.

Beberapa kebijakan yang ada sudah sangat mengkatupgra pelaku usaha
atau industri apabila segalanya berjalan sesuaatehal-hal yang akan dicapai dari
kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tats&letapi fakta menunjukan masih
adanya keterbatasan dalam pelaksanaan peratur@n+pertersebut. Misalnya, proses
produksi produk jadi rotan di Kota Pekanbaru maséngalami beberapa kendala, baik
dari segi modal dan penjualannya. Melihat perkemgbanusaha mikro, kecil, dan
menengah yang pesat di Kota Pekanbaru, tetapi theisya kegiatan perekonomian
sektor informal ini masih memiliki kendala-kendaleperti:(1) Kurang permodalan, (2)
Kesulitan dalam pemasaran, (3)Persaingan usahg ké&lesulitan bahan baku, (5)
Kurang teknis produksi dan keahlian, (6)Keterammpilaanajerial kurang, (7)Iklim
usaha yang kurang kondusif.

Peranan vital dalam memajukan perekonomian daelaénarnya berada pada
tangan Pemerintah Daerah, tetapi dalam upayanyangkertkan pembangunan dan
atau pengelolaan potensi daerah Pemerintah Daeaalih rmemiliki keterbatasan dari
segi kemampuan dan keuangan. Dalam upayanya uetu& meningkatkan kualitas
kehidupan rakyat, meningkatkan daya saing dan ekodan pertumbuhan ekonomi



daerah dan nasional sebagai wujud nyata dari otord@arah, maka diperlukan

langkah-langkah yang mengupayakan adanya bantuenpggrcepatan dan perwujudan
hasil yang maksimal. Salah satunya yaitu dengangiketsertakan pihak di luar

pemerintahan dengan membentuk suatu kontrak at@sama.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengatur dan npka@etahal-hal yang
berkaitan dengan kerjasama yang efektif dan efigsrgara Pemerintah Daerah dengan
pihak di luar pemerintahan, yaitu dengan Badan dsamasta/Koperasi dalam rangka
pembangunan dan atau pengelolaan potensi daeralake®eraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2001. Kerjasama yang dilakukan antara Petale Daerah dengan Badan
Usaha Swasta/Koperasi ini lebih dikenal dengatalstkerjasama Pemerintah Daerah
dengan Badan Usaha Swasta/Koperasi (KPS). Kerjasang dilakukan tersebut
memiliki tujuan untuk menghasilkan pelayanan umwpdda masyarakat secara lebih
cepat dan dengan kualitas yang maksimal.

Proses pelaksanaan Kerjasama Pemerintah DaerahardeBgdan Usaha
Swasta/Koperasi melingkupi beberapa jenis kerjasdatem pelaksanaan pengelolaan
potensi daerah dan juga beberapa bidang potensaldgang dapat dikerjakan. Salah
satunya pada bidang Pusat Industri dan Niaga, pusaistri dan niaga baisanya
bergerak pada suatu perusahaan yang bersifat nk&unufegiatan industri dapat pula
digolongkan kebeberapa jenis menurut Surat Kepotldanteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 589/MPPKep/10/1999, salah satwwgitu jenis industri
pengolahan hasil hutan, spesifiknya industri pestggrh rotan. Jenis Kerjasama yang
memungkinkan terjadi antara Pemerintah Daerah dgetasi dan UMKM adalah jenis
kontrak atau kerjasama dalam peminjaman modal dea adanya usaha pembinaan
dan pengembangan terhadap usaha kecil dan menpegglolaan produk jadi rotan di
Kecamatan Rumbai Pesisir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalanmyplementasi Perda Kota
Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kerjasama eftigah dengan
Swasta/Koperasi (KPS) khususnya dalam kemitraaaasXoperasi dan UMKM Kota
Pekanbaru dengan Koperasi pengelola Produk JadnRatda Kecamatan Rumbai dan
Rumbai Pesisir serta faktor- faktor apa saja yamgnpengaruhi Implementasi Perda
Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintaeraba dengan Badan
Usaha/Koperasi dalam Pembangunan dan atau Peragel&latensi Daerah (Studi
Kasus Koperasi / Ukm Pengelolaan Produk Jadi Risesramatan Rumbai dan Rumbai
Pesisir, Kota Pekanbaru).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatiigd® metode deskriptif.
Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sefumgan kenyataan yang ada tanpa
melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjgdnelitian kualitatif bertujuan untuk
membuat gambaran dan hubungan antara fenomena ¢@etediki. Penelitian
deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulagiuapengubahan pada variabel-
variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondigj §pa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam ip&melini penulis
menggunakan informan/responden yang bertindak selsagnber data dan informan
terpilih serta yang bersangkutan dengan penelihanDalam penelitian ini, peneliti
menggunakan informan sebagai objek informasi tegnpataksanaan Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kerjadaemerintah Daerah dengan
Badan Usaha/Koperasi dalam Pembangunan dan atagel®ean Potensi Daerah



(Studi Kasus Koperasi / Ukm Pengelolaan Produk Badan Kecamatan Rumbai dan
Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru). Dalam wawancang gdakukan dengan informan,
peneliti menggunakan metodBurposive Sampling. Metode Purposive Sampling
merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengaimpangan tertentu, khususnya
kepada orang-orang yang ahli pada bidang tertentu.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber datkniydata primer dan data
sekunder sesuai dengan pengelompokan informasidatauyang telah diperoleh. Data
primer yakni data yang diperoleh secara langsunigndavancara dengakey informan
dan informan pelengkap penelitian mengenai impleéaseferaturan Daerah Nomor 10
Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah DaerahadeBgdan Usaha/Koperasi
dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan PotensalDdan untuk mengetahui
bentuk kerjasama yang dilakukan antara Dinas Kepelan UMKM Kota Pekanbaru
dengan Koperasi Pengrajin Rotan di Kecamatan Rurddai Rumbai Pesisir. Data
sekunder yakni data yang diperoleh dari Kantor BiKaperasi dan UMKM Kota
Pekanbaru dan instansi lainnya yang mendukung itianelini seperti data
perkembangan koperasi pengrajin rotan di KecamBiambai dan Rumbai Pesisir,
bentuk bantuan kerjasama yang telah terlaksan&t@twrganisasi Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Pekanbaru dan data-data pendukung lais@gaiai dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah
Daer ah dengan Badan Usaha/K operasi dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan
Potensi Daerah (Studi Kasus Koperas / Ukm Pengelolaan Produk Jadi Rotan
Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbar u)

Pusat kerajinan produk jadi rotan di Kecamatan Raindan Rumbai Pesisir
mempunyai andil dan peran serta dalam menggerakda perekonomian Kota
Pekanbaru. Hal ini dikarenakan jumlah pengrajingytidak sedikit dan sebagian dari
pelaku usaha pengelolaan produk jadi rotan ini jbggm menembus pasar ke luar
daerah. Selain mendongkrak bidang perekonomianakadwerajinan rotan di Kota
Pekanbaru juga menjadi kekayaan budaya yang menjaklhas kerajianan tangan dari
Kota Pekanbaru.

Banyaknya keuntungan yang didapat dari keberadaea gengrajin ini untuk
kemajuan dan pembangunan daerah ternyata beluorderasi dengan tepat dan benar.
Hal ini dapat dilihat dari fenomena dilapangan yamgnunjukan bahwa para pengrajin
masih menghadapi beberbagai masalah. Pelaku kargproduk jadi rotan, khususnya
di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir ini umumbgagerak dalam usaha
kerajinan yang kecil dan menengah menyebabkan ga&rbeendala umum yang
dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah. UntuRPémerintah Kota melalui Dinas
Koperasi dan UMKM merupakan mitra kerja yang tepagi UKM-UKM yang
terkumpul dalam sebuah Koperasi.

Peraturan daerah yang mengatur kerjasama antarariRe&ah Daerah dengan
badan usaha swasta atau koperasi merupakan landakam yang cukup kuat bagi
perkembangan dan pendayagunaan fasilitas sosi@ gmediakan oleh pemerintah
kepada masyarakat dalam hal pemanfaatan poteraihdderaturan Daerah Nomor 10
Tahun 2001 dibentuk guna mendukung dan mewujudiedan&aran serta kelanjutan
pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka upmemariptah meningkatkan
pembangunan daerah untuk menaikan kualitas hidgat,ameningkatkan daya saing



ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasi@z&m hal pembangunan
daerah termasuk pengelolaan potensi-potensi yardppat didaerah, Pemerintah
Daerah merupakan mitra yang tepat bagi pihak swasta koperasi yang bergerak
dibidang pengelolaan potensi daerah atau sumberyng dimiliki oleh daerah secara
langsung.

Dalam implementasi kebijakan, khususnya Peraturaerdh Nomor 10 Tahun
2001 yang mengkaji tentang kerjasama Dinas KopelasiUMKM Kota Pekanbaru
dengan Koperasi yang menghimpun pengrajin proddikr@gan di Kecamatan Rumbai
dan Rumbai Pesisir terdapat beberapa persyaratanayan penulis paparkan dan juga
hal-hal yang dapat mempengaruhi jalannnya impelasenkebijakan tersebut.
Pembahasan terhadap implementasi ini berdasarkanGeindle yang memfokuskan
pada Isi dan Lingkungan (konteks) Kebijakan. Masimagsing bagian ini akan
dipaparkan berdasarkan fenomena penelitian yamgadiaari hasil wawancara dengan
informan.

Isi Kebijakan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang kenm$emerintah Daerah
dengan badan usaha swasta/koperasi dalam pembandamatau pengelolaan potensi
daerah menjelaskan bahwa pembangunan atau pergefméensi dasar daerah sangat
penting artinya dalam mendukung dan mewujudkan nkalan serta kelanjutan
pelaksanaan pembangunan daerah.

Tipe Manfaat

Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yargigsek juga akan
menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakatya daaing ekonomi dan
pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional sebagadvpglaksanaan otonomi daerah
maka dibentuklah kebijakan ini. Oleh karena ituutlithkan peningkatan efisiensi dan
efektivitas dalam proses pembangunan atau pengalgatensi daerah tersebut, agar
mempercepat dan memperluas cakupan kualitas pelaygang ditujukan kepada
masyarakat.

Kebijakan ini yang menjadi landasan hukum yang katas kerjasama atau
kemitraan yang diadakan pemerintah daerah dengiamhassaha swasta atau koperasi.
Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swast&@perasi yang lazim disebut
dengan KPS merupakan ikatan formal antar PemeriD&drah dengan swasta atau
koperasi dalam pembangunan atau pengelolaan potlEesiah yang merupakan
kewenangan daerah. Menurut Peraturan Daerah Nothdiatiun 2001, ada beberapa
bidang pembangunan atau pengelolaan potensi daenatp dapat dikerjasamakan
dengan pihak swasta atau koperasi, antara lain:

Properti, Perumahan,;

Pusat Industri dan Niaga;

Pendidikan dan Latihan, Riset Teknologi;

Pariwisata, Seni dan Budaya,;

Olah Raga,;

Penyaluran, Penyimpanan,dan Pemasokan air bakugolpban dan
pendistribusian air bersih, serta pengolahan auabaanah;

Pengadaan atau pengoperasian sarana dan prasamamaungan
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Sedangkan bentuk kerjasama yang ditawarkan oleleftgah Daerah kepada
swasta atau koperasi juga dapat dibagi kepada dmbdrentuk kerjasama, sebagai
berikut:

1. Kontrak Pelayana(tervis Contract);

2. Kontrak Kelola(Management Contract);

3. Kontrak SewgLease Contract);

4. Kontrak Bangun, Kelola, Alih MiliKBuild Oporate and Transfer Contract);

5. Kontrak Bangun, Alih Milik(Build and Transfer Contract);

6. Kontrak Bangun, Alih Milik dan Kelola(Build Transfre and Operate
Contract);

7. Kontrak Bangun, Sewa dan Alih MiliBuild and Lease and Transfer
Contract);

8. Kontrak Bangun Milik dan KelolaBuild Own and Operate Contract);

9. Kontrak Rehab, Milik dan Operas{Rehabilitate Own and Operate
Contract);

10.Kontrak Rehab, Kelola dan Alih MilikRehabilitate, Operate and Transfer
Contract);

11. Kontrak Kembang/Bangun, Kelola dan Alih Mil{oevelop, Operate and
Transfer Contract);

12.Kontrak Tambahan dan KelofAdd and Operate Contract);

13. Kontrak Konses{Consession Contract);

14.Kontrak Usaha Patungddoint Venture Contract);

15.Kontrak Penanaman Modal dan Bentuk Saham.

Usaha kerajinan produk jadi rotan di Kecamatan Rainflesisir merupakan
salah satu bentuk kegiatan yang memanfaatkan poteesah yaitu dalam bentuk
pengelolaan hasil hutan. Usaha kerajinan produkr¢aan ini mengelola potensi daerah
pada bidang Pusat Indsutri dan Niaga. Sedangkamulbdrerjasama yang dapat
ditawarkan oleh Pemerintah dan dipilih oleh pihakdrasi kerajinan produk jadi rotan
di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir adalahdarja dalam penanaman modal
serta adanya usaha pembinaan dan pengembangadaferk@perasi pengrajin rotan
sekaligus pengembangan terhadap usaha kecil daangem penglolaan produk jadi
rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir idisie
Dalam tahapan implementasi kebijakan ini penulimenba mengarahkan pada proses
kerjasama yang bertujuan membantu dan mengurangiake yang dihadapi serta
memfasilitasi para pelaku usaha kerajinan prodult j@tan yang berada pada
Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dimana paekyelsaha kerajinan rotan ini
rata-rata masih bergerak pada level usaha kecilengaih. Menurut penelitian
dilapangan dengan diadakannya kerjasama PemelfathPekanbaru dalam hal ini
yang berwenang merupakan Dinas Koperasi dan UMKiMatap koperasi kerajinan
rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir m&erpasolusi terbaik untuk
kemajuan industri rotan di Kota Pekanbaru, khusadtgcamatan Rumbai Pesisir itu
sendiri.

Kerajinan produk jadi rotan di Kecamatan Rumbai daombai Pesisir
merupakan pusat kerajinan rotan terbesar di Kokariteru jika dilihat dari banyaknya
jumlah pengrajin yang beroperasi pada kecamatanSumah seharusnya Pemerintah
Kota Pekanbaru memberikan perhatian khusus terkatang permasalahan-
permasalahan klasik para pelaku usaha kecil daremgah yang menjadi mayoritas



diantara para pelaku usaha kerajinan produk kewajmtan pada Kecamatan Rumbai
dan Rumbai Pesisir.

Kerjasama yang dibentuk antara Dinas Koperasil&iKM Kota Pekanbaru
dengan Koperasi pengrajin rotan Rumbai dan RurReaisir ini pada umumnya
bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahamasalahan pokok yang dirasakan
oleh para pengrajin rotan diantaranya, permodd&ahytuhan akan tenaga kerja ahli,
pemasaran yang belum berkembang luas, serta mahbahan baku sehingga dapat
menghambat kelancaran produksi para pengrajin tetaebut. Masalah-masalah yang
dialami pengrajin rotan pada Kecamatan Rumbai dambai Pesisir ini perlu
dituntaskan untuk kepentingan kesejahteraan pangrg@ rotan tersebut dan juga
akan berdampak pada hasil produksi kerajinan rot@meka yang apabila proses
produksi kerajinan rotan pada Kecamatan Rumbai Rambai Pesisir ini berjalan
dalam keadaan baik dan stabil dapat mendongkrak pdrekonomian daerah serta
menambah kekayaan nilai budaya bagi Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan Program

Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentergasama yang
diadakan Pemerintah Daerah dengan badan usahaaswtsmi koperasi dalam
pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerathjeldskan bahwa Pemerintah
Daerah merupakan mitra yang tepat bagi pihak swatsta koperasi. Keikutsertaan
pemerintah daerah merupakan suatu kewajiban di&kaen hal ini bersangkutan
langsung kepada pembangunan daerah yang sudah dingogas mutlak dari
pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan keikai@eripihak swasta atau koperasi
ditujukan untuk mempercepat dan memperluas jangkalai program pemerintah
yang sedang dikerjakan dan juga agar kualitas ey yang ditujukan kepada
masyarakat dapat lebih efisien dan efektif. Prdsagasama ini tentunya memiliki
syarat-syarat atau prinsip-prinsip kerjasama yargddipenuhi oleh kedua belah pihak
yang bekerjasama, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan potensi dalam pembangunan penyediaan pgngelolaan

potensi daerah

2. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dalaamberi manfaat
kepada masyarakat
Sama-sama menguntungkan
Tidak merusak dan menurunkan kualitas lingkungdagh(AMDAL)

Tidak menimbulkan dampak sosial yang meresahkayareisat
Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan geengrundangan yang
berlaku dan tunduk sepenuhnya pada hukum Indonesia

Dinas Koperasi dan UMKM merupakan mitra kerjasamagytepat bagi usaha
kecil menengah pengelolaan produk jadi rotan diafemtan Rumbai dan Rumbai
Pesisir. Dimana usaha-usaha kecil dan menengak paifa pengrajin rotan ini masih
memiliki kendala- kendala yang umumnya juga dirasakara pelaku dunia usaha
sejenisnya.

Berdasarkan fenomena dilapangan, ada beberapaahgl menjadi kendala
utama yang dirasakan oleh para pelaku usaha pdamgelproduk jadi rotan di
Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, diantaranya parmasalahan modal untuk
usaha, tenaga kerja ahli, lalu masalah bahan bakik &kerajinan rotan itu sendiri dan
yang terakhir merupakan masalah pemasaran hadillpradi rotan yang mereka buat.
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Permodalan merupakan kendala yang sangat umum paagi pelaku usaha,
khususnya pelaku usaha yang berada pada skala keseihdan menengah. Kekayaan
bersih perusahaan yang terbatas dan relatif mas#mdskala kecil dan menengah ini
pula yang menjadi salah satu penyebab timbulnyddarpermodalan dikalangan para
pengrajin rotan di Rumbai dan Rumbai Pesisir. Peiabg@injaman modal kepada para
pengrajin merupakan salah satu solusi cepat untakgatasi kendala permodalan
selama ini, tetapi apabila pemberian modal tanpa achhan atau pembinaan
penggunaan modal dengan tepat hal ini akan menkabumnasalah tersendiri bagi
pelaku pengrajin rotan itu sendiri.

Selain permodalan masalah lainnya yang muncul alkgn para pelaku usaha
pengelolaan produk jadi rotan di Rumbai dan Runiesisir adalah masalah tenaga
kerja ahli. Tenaga kerja ahli yang dimiliki parangasaha rotan tersebut sangat terbatas
jumlahnya. Hal ini diakibatkan tidak ada regenepesigrajin rotan dari para pengusaha
rotan itu sendiri. Banyak faktor yang dapat mengbanpertumbuhan tenaga kerja ahli
dalam hal kerajinan rotan ini, salah satunya upamgymereka terima belum begitu
menjanjikan. Melihat kepada kebutuhan manusia &e@dupan yang lebih layak, hal
tersebut merupakan suatu gejala umum dan wajagahsaja pola pikir seperti ini
menyebabkan kelangkaan akan tenaga kerja ahlilpddag kerajinan rotan itu sendiri.
Selain keahlian yang didapat langsung dari turomuten, tenaga kerja ahli pengrajin
rotan juga berasal dari masyarakat sekitar usahget@aan produk jadi rotan tersebut.
Tenaga kerja ahli dalam pembuatan kerajinan ratiagidominasi oleh pria yang berada
pada kisaran umur 20 tahun-40 tahun.

Dinas Koperasi dan UMKM dalam menanggapi hal ketiaxdkan tenaga kerja
yang tersedia saat ini hanya dapat membantu meatikeagk keahlian dari tenaga kerja
yang sudah ada, yaitu dengan melakukan pembinasgadenemberikan kesempatan
kepada pengrajin untuk belajar kepada pengrajianratiluar daerah Riau, seperti
kepada pengrajin didaerah Sumatera Barat dan Balaa hingga mendatangkan para
ahli dari luar daerah dan memberikan pendidikan midatian kepada tenaga kerja ahli
kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru.

Permasalahan lainnya yang juga dirasakan oleh peragrajin rotan di
Kecamatan Rumbai dan Rumbai pesisir adalah ketasedahan baku rotan itu
sendiri. Koperasi pengrajin rotan yang ada saatbalum bisa mengatasi masalah
kebutuhan para pengrajin rotan akan bahan bakwksoanereka. Ketidakmampuan
koperasi pengarajin rotan dalam mencukupi kebutytemra anggotanya akan bahan
baku rotan untuk produksi menimbulkan adanya molmgmrdagangan bahan baku
yang dilakukan oleh beberapa pengrajin. Dampak panjualan bahan baku yang
dilakukan oleh beberapa pengusaha kerajinan retaelut adalah harga bahan baku
rotan menjadi tidak stabil dan menyebabkan adaeysamgan tidak sehat antar sesama
produsen kerajinan rotan di Kecamatan Rumbai danlfauPesisir.

Selain permasalahan permodalan, tenaga kerja ahlkebutuhan bahan baku,
pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbaisiegiga dihadapkan kepada
permasalahan pemasaran. Selama beberapa tahuangelakmereka hanya memiliki
show room atauoutlet dipinggiran Jalan Yos Sudarso sebagai tempat paraproduk
mereka. Dengan bangunan tidak permanen yang tetlgpat pada sisi kiri dan kanan
jalan raya, kondisi lokasi pemasaran produk keaajinrotan seperti ini juga
menimbulkan masalah dengan adanya proyek pelefzean Padahal sejak tahun 2012
sudah dicanangkan program pembentukan “Sentraljik@naRotan” oleh Wali Kota
Pekanbaru yang akan dialokasikan di Kelurahan MiePamdak, Kecamatan Rumbai.



Pemasaran produk jadi rotan ini merupakan masadaly yakan berpengaruh
terhadap kendala-kendala sebelumnya yang juga aphaaleh pengrajin rotan itu
sendiri. Apabila pemasaran mereka tidak lancar dtxleendala, maka perihal
pengembalian pinjaman modal juga akan terhambgituopula dengan proses produksi
yang mereka kerjakan sehari-hari. Untuk proses paraa Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Pekanbaru belum memfasilitasi, hal ini dikalean mereka telah memilikedai
atau show room masing-masing, sehingga untuk penjualan didalaerattapengelola
produk jadi rotan dianggap telah mampu memasarleil produksinya. Sedangkan
untuk pemasaran keluar daerah hal itu yang akaantliboleh Dinas Koperasi dan
UMKM.

Sebagai pihak yang paling berwenang dan bertanggwabp atas kemajuan dan
perkembangan dari usaha kecil menengah yang a#datdi Pekanbaru, maka Dinas
Koperasi dan UMKM sudah melakukan upaya-upaya umbgknbantu para pelaku
usaha pengelolaan produk jadi rotan tersebut. Saatunya vyaitu dengan
memberdayakan Koperasi Pengrajin Rotan. Koperasgrpgn rotan ini bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya desagarmembantu dalam bentuk:

1. Permodalan
2. Pemasaran
3. Tenaga ahli
4. Bahan baku rotan

Pengadaan koperasi pengrajin rotan juga merupaikah satu bentuk solusi yang
ditawarkan oleh Pemerintah. Program pembentukaarkspini merupakan salah satu cara agar
memudahkannya jalinan kerjasama yang akan dilakaanantar Pemerintah Daerah dengan
Koperasi tersebut. Bentuk kerjasama yang sudalaskjgn dalam Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2001 berupa kerjasama dalam penanaman medal exdlanya usaha pembinaan dan
pengembangan terhadap usaha kecil dan menengalolpangoroduk jadi rotan di Kecamatan
Rumbai dan Rumbai Pesisir. Sehingga pengimplemantd®bijakan ini seharusnya sudah
sangat jelas arah dan tujuannya.

Keberadaan koperasi pengrajin rotan diantara ling&no pelaku usaha kecil menengah
yang mengelola produk jadi rotan diharapkan dapetnbantu mengatasi permasalahan-
permasalahan para pengrajin rotan yaitu sepertambehan baku, tenaga ahli dan pemasaran.
Tetapi keberadaan koperasi pengrajin rotan ini yeen belum mampu menuntaskan
permasalahan-permalahan tersebut.

Berbagai fakta dilapangan menunjukan banyak keddaldala yang masih
belum terselesaikan. Koperasi pengrajin rotan yehgh ada belum begitu mampu
untuk mewadahi para pelaku usaha kecil menengabepaan produk jadi rotan di
Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Tidak berfusgbagaimana mestinya
koperasi pengrajin rotan ini dapat disebabkan bletibagai hal, salah satunya adalah
kurangnya pengetahuan para pelaku usaha pengefmadink jadi rotan di Kecamatan
Rumbai dan Rumbai Pesisir ini mengenani perkopamnasii sendiri dan ditambah lagi
dengan sumber daya termasuk sumber daya manugalplankoperasi pengrajin rotan
yang tidak didukung dengan keabhlian.

Sumber daya yg dilibatkan

Keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakatutg@a dapat dilihat dari
sumber-sumber daya pendukung yang memadai. Sumivdres daya itu harus
mencukupi dalam hal kualitas dan kuantitas sehingggat mencapai tujuan atau
program-program hasil kebijakan yang dimaksud. Sarndlaya yang dilibatkan dalam
implementasi peraturan daerah tentang kerjasama&rpeah daerah dengan koperasi



pengelolaan produk jadi rotan di Kecamatan Rurdbai Rumbai Pesisir ini tentunya
mengutamakan sumber daya manusia yang handal. &danse manusia yang mampu
menjalin kerjasama yang baik antara Dinas Kopedasi UMKM dengan koperasi
pengrajin rotan itu sendiri.

Kerjasama yang baik akan terjalin apabila ada kaokasn yang baik pula.
Komunikasi yang baik bertujuan untuk meminimaliskesalahpahaman yang
mengakibatkan program bantuan atau kerjasama tidgjalan. Selain komunikasi
untuk menunjang keberhasilan kerjasama, komunifaga berguna dalam hal
sosialisasi program yang diberikan oleh Dinas Kagiedan UMKM Kota Pekanbaru
terkait tentang pengembangan dan pendayagunaanakogeperasi yang ada di Kota
Pekanbaru, termasuk juga koperasi pengrajin rotd&tecdamatan Rumbai dan Rumbai
Pesisir tersebut. Selain pembinaan dan pelatihlamdeangka meningkatkan kualitas
produk jadi rotan dan gairah usaha para pengrafianrdi Kecamatan Rumbai dan
Rumbai Pesisir program bantuan berupa MAP (ModablARRadanan) serta alat-alat
produksi, dan juga kegiatan-kegiatan pengembangarpdndayagunaan perkoperasian
terhadap koperasi pengrajin rotan juga turut mtddoa sumber daya seperti uang,
sarana dan prasarana produksi seperti mesnpresor, serta bantuan pemasaran jika
para pengrajin ingin merambah pasar keluar dagaaly juga dapat dimanfaatkan
sebagai ajang promosi kebudayaan Kota Pekanbaru.

Pembinaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKMtaK@ekanbaru terhadap
koperasi pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai dambi Pesisir dalam rangka upaya
untuk meningkatkan pengetahuan pengrajin rotamngnperkoperasian dan hal lainnya
yang berhubungan dengan kebutuhan anggota danasbper

Lingkungan (konteks) Kebijakan

Karakteristik Lembaga Pelaksana Kebijakan

Karakteristik dari lembaga yang berkuasa akan bggeh pada kebijakan
yang diambil oleh pemerintah. Apabila lembaga psdak mengedepankan kepentingan
rakyat maka kesejahteraan rakyat sebagaimana yiaiig-atakan pemerintah akan
dengan mudah dapat terwujud. Namun begitu pulalikepa, apabila pemerintahan
yang berkuasa lebih mementingkan kepentingan kedamptau pribadi, maka
kesejahteraan rakyat akan sangat sulit dapat dikaju Dalam keadaan ini rakyat
menjadi korban yang di pojokan dan tidak dijadikamoritas utama dan hanya
merupakan korban dari lembaga pelaksana yang lsakua

Tingkat pendidikan implementor juga menjadi salaftus faktor yang
memepengaruhi implementasi kebijakan. Pendidikarupagan salah satu karakteristik
dari aktor implementasi tersebut. Dengan pendidik@ng baik maka dapat
menciptakan pemikiran-pemikiran yang baru untuk imgdtatkan pembangunan daerah
melalui pemanfaatan potensi daerah yang dapatuttidak oleh koperasi atau badan
usaha lainnya.

Selain itu peran pimpinan yang baik juga akan begpeuh terhadap
pengelolaan potensi daerah ini, khususnya dalanpdradelolaan produk jadi rotan di
Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Peran pimplaanCamat, Ketua Koperasi,
Kepala Dinas, hingga Wali Kota dan masyarakat gmkalakan sangat dibutuhkan
dalam proses pelaksanaan kerjasama ini. Hal ira gahg akan menentukan kinerja
dari keseriusan pihak-pihak yang saling bekerjasalmam menjalankan program-
program yang ada agar segala kendala yang tendwdagii oleh pelaku usaha
pengelola produk jadi rotan dapat diatasi serta apgkan perekonomian dan
pembangunan daerah yang juga menjadi harapan ketalapihak yang bekerjasama.



Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2001, lembaga pelakstari kebijakan
kerjasama ini adalah Pemerintah Daerah yaitu lembagis dinas yang terkait sebagai
implementornya dengan koperasi atau badan usahstasw®ehingga sudah menjadi
tugas dan tanggung jawab dari Dinas Koperasi darKMMKota Pekanbaru dalam
mengutamakan kepentingan koperasi yang menghimpten elaku usaha kecil dan
menengah khususnya para pengelola produk jadi rdtakecamatan Rumbai dan
Rumbai Pesisir ini.

Sebagai pihak yang bekerja sama, koperasi peagelgbroduk jadi rotan di
Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir ini bertanggamgb akan kesejahteraan
anggotanya. Hal ini sudah menjadi tujuan awal bergh koperasi dilingkungan para
pengusaha kerajinan rotan tersebut. Tetapi haputa yang belum dapat dirasakan
anggotanya yang dapat dilihat dari hasil wawansafzelumnya. Koperasi pengrajin
rotan yang telah terbentuk tidak bisa mengakomaieluruhan bantuan yang diterima,
sehingga kendala-kendala yang timbul masih belwa diselesaikan.

Tingkat Kepatuhan

Implementor diharapkan dapat berperan aktif dalaognam kerjasama yang
telah disepakati oleh pemerintah, karena hal immgaa berpengaruh terhadap
pelaksanaan program dari pemerintah tersebut. Basarnya program yang dibuat
berdasarkan kepentingan masyarakat, khususnya tkegeam para pengelola produk
jadi rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pes$&hingga masyarakat diharapkan
dapat seiring sejalan dengan pemerintah agar apg ryeenjadi program atau tujuan
kerjasama yang dilakukan dapat tercapai. Selainademitra kerja bagi Pemerintah
Daerah, masyarakat yang dimaksudkan dalam halaira pengrajin rotan juga dapat
menilai kinerja pemerintah yang dimaksud adalahaBiKoperasi dan UMKM Kota
Pekanbaru. Sehingga apabila ada kekeliruan yangyebabkan terhambatnya
kerjasama dan jalannnya program-program dari pemaérdapat dibenahi dengan cepat
secara bersama-sama.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Daerah
tentang K erjasama Pemerintah daerah dengan Koperasi Pengelolaan Produk Jadi
rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.

Dalam tujuan penelitian telah dijelaskan bahwa fiemeini dilakukan untuk
melihat implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2001 Kakanbaru dan faktor-faktor
apa saja yang mempengaruhi pengimplementasianmgt@la® penulis melakukan
serangkaian kegiatan berupa observasi dan wawamoaka penulis akan menjelaskan
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peratudaerah tentang kerjasama
pemerintah daerah dengan koperasi pengelolaan lprgti rotan di Kecamatan
Rumbai dan Rumbai Pesisir.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhnplementasi peraturan daerah
daerah tentang kerjasama Dinas Koperasi dan UMKR& Rekanbaru dengan koperasi
pengelolaan produk jadi rotan di Kecamatan RumaaiRRlumbai Pesisir adalah sebagai
berikut:

Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia menjadi faktor utama yang megajpehi keberhasilan
dari sebuah kerjasama yang dilakukan. Sumber dayausma yang dibutuhkan tentu



saja yang memiliki tingkat kompetensi yang mema&aimber daya manusia yang
berkualitas ini harus ada di kedua belah pihak yatigg bekerja sama.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kopedan UMKM Kota
Pekanbaru harus mampu menjadi partner kerjasan@bahk bagi para pelaku usaha
pengelolaan produk jadi rotan di Kecamatan Rumlesidt yang sebagian besar telah
terhimpun dalam koperasi pengrajin rotan. PegawdaDinas Koperasi dan UMKM
Kota Pekanbaru juga harus mampu mengembangkan darelerdayakan koperasi
serta usaha kecil dan menengah yang ada di KotanBaku, sebagaimana yang telah
tertera pada visi dan misi Dinas Koperasi dan UMte€kéebut.

Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Dinas Koperdan UMKM Kota
Pekanbaru dapat dikatakan baik dalam mengembars tpgleok dan fungsi Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru itu sendiri. khaldapat terlaksana dikarenakan
kemampuan pegawai yang dimiliki oleh instansi teuse/ang dilihat dari pendidikan
yang diikuti dan penghasilan yang memadai ditamib&ingan lingkungan kerja yang
cukup kondusif. Hal ini berbeda dengan keadaan peamgrajin rotan.

Sumber daya manusia yang dibutuhkan disini adalahbsr daya manusia
sebagai tenaga kerja ahli, dimana tenaga kerjair@hinerupakan orang yang bekerja
dengan memiliki keahlian khusus yang bisa didapatleklajar dan latihan. Kurangnya
minat terhadap pekerjaan sebagai tenaga kerjgpahgjrajin rotan ini berdampak pada
proses produksi barang jadi rotan di Kecamatan Riimdan Rumbai Pesisir seperti,
lambatnya proses produksi barang jadi rotan tetsdan lainnya.

Koperasi pengrajin rotan yang beranggotakan pa&lakp usaha kecil dan
menengah juga wajib memperhatikan kemampuan yanigildioleh tenaga kerja ahli
atauskills para pengrajin usaha rotan yang ada. Hal ini gueaingkatkan produktifitas
dari kelompok usaha yang telah mereka bangun dampentahankan eksistensi mereka
dalam bidang produksi kerajinan rotan itu send#ehingga para pengrajin dapat
menunjukan kualitas hasil kerajinan mereka dan aerapanya peningkatan kualitas
produk dapat juga mendongkrak pasar yang bisa merapai kedepannya. Selain itu,
sumber daya manusia pengelola koperasi juga wagibgetahui dan memotivasi para
pelaku usaha pengrajin rotan agar dapat aktif dak@anggotaan koperasi, salah
satunya dengan meningkatkan lagi fungsi-fungsi kagesebagai sarana pembantu
perekonomian masyarakat, khususnya para pengadfin di Kecamatan Rumbai dan
Rumbai Pesisir.

Komunikas (Sosialisasi)

Kerjasama yang diatur dalam Peraturan Daerah Nd@drahun 2001 tentang
kerjasama pemerintah daerah dengan badan usalstasatau koperasi dalam
pembangunan dan atau pengelolaan potensi daeraidahki akan terlaksana tanpa
adanya komunikasi diantar kedua belah pihak yahkgrige sama. Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Pekanbaru sebagai mitra kerja dari Kopengengelolaan produk jadi
rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumba Pesisir haampun menyampaikan dengan
baik dan tepat mengenai hal apa saja yang akakukda dalam rangka kerjasama
tersebut.

Selain dalam hal melakukan kerjasama, komunika@si junenjadi sangat penting
untuk mensosialisasikan program-program apa sajg yakan dilaksanakan dalam
proses implementasi kebijakan. Jika sosialisaaktillakukan, maka program-program
yang dibentuk dalam rangka pencapaian tujuan Keinjaidak dapat terlaksana dengan
efektif dan efisien.



Kegiatan sosialisasi dari instansi terkait sudabewkan tetapi beberapa
pengusaha pengelolaan produk jadi rotan di Kecam@tanbai dan Rumbai Pesisir
masih ada saja yang belum berminat menjadi andgmiarasi pengrajin rotan yang
ada, padahal tujuan dari kegiatan perkoperasiag gedakan salah satunya adalah
untuk menjadikan mereka pengusaha yang mandiri.

Kesadaran

Kesadaran menunjukkan suatu keadaan jiwa seseoyaitg, merupakan titik
temu dari berbagai pertimbangan sehingga dipersletu keyakinan, ketenangan,
ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa yargabgkutan.

Kesadaran juga merupakan salah satu faktor yangperegaruhi pelaksanaan.
Namun kita juga mengetahui bahwa proses tumbuhagadaran berbeda pada setiap
orang. Hal itu tergantung pada kemampuan berpg@nggunaan rasa perasaan,
pertimbangan dan pembandingan. Adanya kesadara ulmbawa seseorang kepada
keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan atdaksanakan suatu kehendak.
Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertudalgm bentuk tugas, baik tertulis
maupun tidak tertulis, mengikat semua orang dalegarosasi kerja. Karena itu dengan
adanya kesadaran, diharapkan mampu melaksanakas deggan penuh keikhlasan,
kesungguhan dan disiplin sehingga diharapkan kaerjasyang dilakukan antara
koperasi pengrajin rotan Kecamatan Rumbai dan RurResisir dengan Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dapat berjalanadsebijakan yang berlaku dan
mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Transparansi

Transparansi diartikan sebagai terbukanya akses ®agua pihak yang
berkepentingan terhadap informasi yang diperlukamnmasuk berbagai peraturan dan
perundangan serta kebijakan pemerintah. Pencipkagerbukaan diawali dengan
lancarnya komunikasi antara pemerintah dan masgariasyarakat diberi ruang luas
untuk mengakses informasi, sementara pemerintat pigp menyediakan informasi
yang dibutuhkan, misalnya laporan keuangan darrjkikeuangan. Selain itu, dengan
transparansi dapat membantu mempersempit peluahgiK&orupsi Dan Nepotisme
(KKN), karena proses pengambilan keputusan dap&ttdioleh masyarakat luas
dengan mudah.

Transparansi yang dimaksudkan dalam kerjasama ydagukan oleh Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dengan koperasge®laan produk jadi rotan
di Kecamatan Rumbai Pesisir sangat perlu dijunjpimgpi. Hal ini mengingat program
bantuan atau kerjasama yang dilakukan melibatkanpbebantuan dana sebagai modal
usaha bagi para pengrajin rotan, dan juga ber@bpgriduksi serta lain-lain. Pengadaan
sarana dan prasarana untuk produksi serta pendamaapakan suatu program yang
sangat beresiko apabila jika dilakukan tanpra parasi, hal ini akan menimbulkan
ketidak jelasan dalam hal pelaksanaan program.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2@dlarng Kerjasama
Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta atsmrasbpdalam Pembangunan
dan atau Pengelolaan Potensi daerah, studi kaskengsama antara Dinas Koperasi
dan UMKM Kota Pekanbaru dengan Koperasi PengragitaiR di Kecamatan Rumbai
dan Rumbai Pesisir sudah berjalan cukup baik. Ménurformasi yang didapat,



kerjasama yang dilakukan telah sesuai dengan ayaag berlaku, dimana tujuan dari
implementasi kebijakan ini adalah untuk mendukuagcg@patan proses pembangunan
daerah melalui pengelolaan atau pemanfaatan pataesih.

Dalam kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kegkanbaru dengan
Koperasi Pengelolaan produk jadi rotan di Kecam&ambai dan Rumbai Pesisir,
lebih mengutamakan kerjasama dalam bentuk banteambgrian pinjaman modal
usaha terhadap koperasi tersebut. Tetapi pada sprpskaksanaan porgram yang
menjadi kendala atau hambatan seperti, para anggoperasi belum mampu
menggunakan pinjaman modal tersebut dengan tepat guranganya tenaga kerja ahli
dalam hal produksi produk jadi rotan, ketidak dtbharga bahan baku juga menjadi
kendala utama dalam hal pengelolaan produk jadnroti, dimana koperasi yang ada
belum mampu menyediakan bahan baku rotan untukosewgyp, sehingga penjualan
bahan baku dengan mudah dapat dimonopoli oleh #gba&rang saja. Pemasaran hasil
produksi para pengrajin rotan di Kecamatan Rumlaai BRumbai Pesisir juga masih
terbatas, hal ini dikarenakan para pengrajin lebénjual secara individu daripada
kelompok atau melalui koperasi. Sehingga pasar Ipasduksi pengerajin rotan ini
kecendrungan masih berada di dalam daerah RiauSskjm itu tingkat kesadaran
untuk berkoperasi dari para pelaku usaha pengelgeaduk jadi rotan di Kecamatan
Rumbai dan Rumbai Pesisir ini masih rendah, sekhinggsih banyak yang enggan
menjadi anggota koperasi.
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